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Putusnya suatu perkawinan campuran karena perceraian dapat berakibat |angsung terhadap berbagai aspek,
salah satu yang paling terdampak adalah akibat perceraian terhadap anak, yaitu mengenai hak pemeliharaan
anak. Pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan campuran tidak dapat disamakan begitu sgja dengan
pemeliharaan anak dalam perkawinan pada umumnya. Terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan
dalam memutus pemeliharaan anak dalam perkawinan campuran, salah satunya pertimbangan bahwa setelah
perceraian, kedua orang tua sangat berkemungkinan tinggal di negara yang berbeda sehingga sulit bagi anak
untuk dapat berhubungan langsung dengan kedua orang tuanya setelah perceraian. Berdasarkan hal tersebut,
Penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana akibat perceraian dalam perkawinan campuran
terhadap hak pemeliharaan anak serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
804K/PDT/2016. Pendlitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif sertatipologi yang
bersifat deskriptif untuk memecahkan masalah. Dari penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa
Putusan Mahkamah Agung Nomor 804K/PDT/2016 kurang tepat karenatidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana hakim seharusnya mempertimbangkan
pemberian hak pemeliharaan anak dalam perkawinan campuran dengan lebih matang dan berdasarkan
kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mencegah pemberian hak pemeliharaan anak yang kurang
dipertimbangkan dengan matang oleh hakim, diharapakn adanya pedoman pengaturan dari Pemerintah
khususnya Mahkamah Agung mengenai pemeriksaan putusan perkara hak pemeliharaan anak terutama hak
pemeliharaan anak dalam perkawinan campuran.

...... Divorce in amixed marriage can cause direct consequences on various aspects, one of the most affected
aspects is the consequence to the children, namely regarding child custody. Child custody due to adivorcein
mixed marriages can’'t be equated with child custody in general marriages. There are some things that need
to be considered when deciding child custody in mixed marriages, one of the consideration is that after the
divorce, both parents are likely to live in different countries so that it will be difficult for the child to be able
to have direct contact with both parents after the divorce. Based on those explanations, the author is
interested in discussing how is child custody due to a divorce in mixed marriages and its application in the
Supreme Court Verdict Number 804K/PDT/2016. This research was conducted using normative juridical
research methods and descriptive typology to solve the problems. From this research, it can be concluded
that the Supreme Court Verdict Number 804K/PDT/2016 was not correct because it was not complying with
the regulations, especially Law Number 23 of the year 2002 on Child Protection which has been amended
by Law Number 35 of the year 2014 on Amendments to Law Number 23 of the year of 2002 on Child
Protection, where the judge supposed to considers granting the child custody in mixed marriages more
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carefully and always refers to the best interests of the child. To prevent the not well-considered granting of
child custody for children by the judges, it is hoped that the Government, especially the Supreme Court, can
conduct regulatory guidelines regarding the examination of the verdict on the case of child custody in mixed
marriages.



